BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   08 TAHUN 2005
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk melakukan percepatan kemandirian desa, memberikan kewenangan yang luas dalam pengembangan kreatifitas dan inspirasi masyarakat dewasa ini, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lemabaga Kemasyarakatan Desa yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan PErwakilan Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2001;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2001;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2001;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa;


	
	

	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan      :
PERTAMA          :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA




Petunjuk pelaksanaan pasal-pasal :

1. Petunjuk pelaksanaan pasal 3

a. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Warga(RW), Rukun Tetangga(RT) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
b. Peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a, sekurang-kurangnya memuat ketentuan pembentukan, kedudukan Tugas dan fungsi, susunan Organisasi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Pengurus, Sumber Dana dan lain-lain dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kebutuhan dan kemampuan Desa.
2. Petunjuk pelaksanaan pasal 6

a. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

1) Di Tingkat Desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD), dan di tingkat Pedukuhan dibentuk Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(POKGIAT LPMD)
2) Susunan pengurus LPMD terdiri dari Ketua dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa;
3) Susunan Pengurus POKGIAT LPMD terdiri dari Ketua dan Pokgiat-Pokgiat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pedukuhan;

4) Pemilihan Pengurus LPMD dipilih melalui musyawarah warga desa dan Pengurus Pokgiat LPMD dipilih melalui musyawarah warga pedukuhan;

5) Pengangkatan Pengurus LPMD dan Pokgiat LPMD ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

b. Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1) Di Tingkat Desa dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(TP PKK), dan di tingkat Pedukuhan dibentuk Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(Kelompok PKK) Pedukuhan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK dasa Wisma; 
2) Susunan pengurus , Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus TP PKK Desa dan Kelompok PKK Pedukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

c. Pembentukan Karang Taruna Desa

1) Di tingkat Desa dapat dibentuk Karang Taruna Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pembentukan Karang TAruna dan ditingkat Pedukuhan dapat dibentuk kelompok karang Taruna Pedukuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pembentukan Karang taruna;
2) Susunan pengurus , tata cara Pemilihan Karang taruna Desa dan kelompok karang taruna Pedukuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pembentukan karang taruna serta Pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Lurah;

d. Pembentukan Rukun Warga(RW), Rukun Tetangga(RT)

Ditingkat Pedukuhan bilamana dipandang perlu dapat dibentuk :
1) Rukun warga (RW) yang merupakan ikatan kekeluargaan dari 2 (dua) Rukun tetangga atau lebih, dan

2) Rukun tetangga (RT) yang merupakan ikatan kekeluargaan yang beranggotakan antara 20 sampai dengan 30 Kepala keluarga (KK) dan mempeunyai kegiatan di lingkungan itu;

3) Susunan Pengurus , tata cara Pemilihan dan pengangkatan pengurus RW dan RT ditetapkan dengan keputusan lurah;

3. Petunjuk pelaksanaan pasal 11

Fasilitas Pemerinah , Pemerintah propinsi , pemerintah kabupaten berupa pemberian pedoman, bimbingan , pelatihan, arahan, bamtuan dan supervisi.

Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan DAerah Kabupaten Bantul Nomor 14 TAhun 2001 tentang lembaga kemasyarakatan desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 18 Juli 2005
PEJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
Diundangkan di Bantul
Tanggal  18 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

               Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 10 TAHUN 2005


